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Pasal 39 ayat (2) KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik atau penyidik pembantu untuk

mel akukan tindakan perampasan yatu penyitaan terhadap barang (baik bergerak maupun tidak bergerak)
yang sedang berada dalam perkara perdata atau pailit dengan syarat barang tersebut temasuk barang yang
dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) KUHAP. Hal ini dikarenakan kepentingan umum berada di atas
kepentingan pribadi. Hukum Indonesia mengikuti Hukum Barat yang mengenal pemisahan yang tegas
antara hukum publik dan hukum privat, namun menjadi masalah jika ternyata terdapat dua putusan (dari
perkara publik dengan perkara privat) yang saling bertentangan. Jika berdasarkan doktrin maka kepentingan
negaral ah yang didahulukan, dan hakim-hakim biasanya memutus berdasarkan doktrin ini. Dengan ini
berarti putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan dikarenakan harus
menunggu putusan pidananya terlebih dahulu. Berkaitan dengan hal tersebut di atas dalam tindak pidana
korupsi dapat dikenai hukuman perampasan barang bukti untuk Negara. Hal ini disebabkan tindak pidana
korupsi berkaitan dengan kerugian Negara sehingga sifatnya khusus dan harus segera disel esaikan.
Penelitian ini menganalisa putusan MA N0.3233 K/Pdt/1995 dimana dalam pertimbangan hukumnya,
Majelis Hakim juga menggunakan doktrin ini. Dalam penelitian ini akan dibahas bagaimana kekuatan
hukum eksekusi tanah sengketa yang diletakkan sita jaminan dalam perkara perdata yang kemudian disita
oleh Kegjaksaan sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi, bagaimana kekuatan penyitaan
barang bukti yang dilakukan oleh kejaksaan jika terhadap penyitaan barang bukti tersebut juga sudah
terdapat putusan perdata yang menyatakan bahwa hak milik atas tanah tersebut berada pada pihak ketiga,
dan bagaimanakah K ekuatan Hukum Putusan Perdata atas tanah yang disita untuk dijadikan sebagai barang
bukti dalam Perkara Pidana Korupsi sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang
Tindak Pidana Korupsi.
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